
BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa bagian diantaranya mengenai 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang inti 

permasalahan yang diteliti. Di identifikasi masalah, penulis menguraikan latar belakang 

masalah menjadi bentuk pertanyaan-pertanyaan.  

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis membuat batasan masalah yang 

berisi tentang kriteria yang digunakan untuk mempersempit masalah-masalah yang 

sudah diidentifikasi sebelumnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. 

Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dilakukannya penelitian tersebut, 

serta manfaat yang akan diperoleh berbagai pihak dari penelitian tersebut  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk 

memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam 

belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk 

pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta 

pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, seharusnya semakin banyak jumlah 

penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta 

semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. 

Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk 

membayar pajak. 

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan 

yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah 

satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib 



pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sedangkan pemerintah 

menginginkan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan 

tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak untuk 

mengurangi pembayaran pajak. 

Pungutan pajak telah diatur oleh Undang-Undang yang berguna dalam 

pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu 

yang menjadi objek pajak adalah badan atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. 

Namun, hal ini tidaklah selalu mendapat dukungan penuh dari perusahaan yang 

beroperasi dikarenakan, pembayaran pajak yang dilakukan akan mengurangi 

pendapatan atau laba bersih perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu mencari cara 

untuk membayar pajaknya serendah mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal. 

Sedangkan pemerintah menginginkan pembayaran pajak sebesar mungkin untuk 

menambah pendapatan negara. Perbedaan inilah yang mengakibatkan wajib pajak 

mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. 

Darmawan & Sukartha (2014) mengatakan bahwa usaha pengurangan pajak 

secara legal disebut penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan usaha pengurangan 

pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (tax evasion). Perbedaan keduanya 

terletak pada aspek legalitas, dimana penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah 

satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena 

masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan menurut 

Yulianti, Kurniawan & Umiyati (2019) tax evasion merupakan suatu upaya atau 

tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan yang dapat menghambat penerimaan Negara. Tindakan ini 

termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup 

perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak. 



Tax avoidance merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang 

sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan 

perpajakan yang berlaku. Meski tax avoidance bersifat legal, dari pihak pemerintah 

tetap tidak menginginkan hal tersebut Darmawan & Sukartha (2014). Menurut 

Ngadiman & Puspitasari (2014) tax avoidance dapat diartikan sebagai rekayasa ‘tax 

affairs’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Wajib 

pajak melakukan tax avoidance dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya 

legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah 

tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun tax avoidance ini akan 

mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014), 

Adapun pengertian tax avoidance menurut situs resmi perpajakan Indonesia 

(pajak.go.id) tax avoidance ialah perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Hal ini dilakukan ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan. Tax 

avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksudkan untuk menghindari 

kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan baik itu 

perorangan maupun perusahaan. Fenomena tax avoidance yang terjadi di Indonesia 

adalah PT RNI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terafiliasi 

perusahaan di Singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai 

perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut 

menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberi 

pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi 

memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan 

itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal tersebut dimasukkan 

ke dalam utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari 

kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat 3 utang sebesar Rp 



20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta kerugian ditahan 

pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Selain itu, PT RNI juga 

memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan 

khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen untuk omzet dibawah Rp 4,8 miliar per 

tahun. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak 

melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, 

yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, 

padahal memiliki usaha di Indonesia. (http://ekonomi.kompas.com/). 

Fenomena tax avoidance yang terjadi diantaranya British American Tobacco 

(BAT) telah melakukan tax avoidance di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional 

Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US$ 11 juta per tahun. 

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar 

dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan, Bentoel banyak mengambil 

pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far 

East BV. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US$ 

434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US$ 549 juta pada 2015. 

Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah 

karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan 

lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Rekening perusahaan Belanda ini 

menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup 

BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari 

Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu 

untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 

2,25 triliun setara US$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak 

di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US$ 6,3 juta, 

http://ekonomi.kompas.com/


tahun 2014 sebesar US$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US$ 68,8 

juta dan US$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan 

mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Bentoel melakukan pinjaman yang berasal 

dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak 

untuk 8 pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan 

pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya 

menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena 

Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. IndonesiaInggris memiliki 

perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, 

maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US$ 11 juta per tahun. 

Pasalnya dari utang US$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau 

US$ 33 juta atau US$ 11 juta per tahun (kontan, 2019). 

Berdasarkan dari aturan pemerintah bahwa perusahaan membayarkan pajaknya 

sebesar 25% dari labanya, maka perusahaan dapat dikatakan tidak menghidari pajak jika 

memiliki nilai Effective Tax Rate diatas 25%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterkaitan variabel bebas yang ada dengan efektivitas pajak. 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Tujuan 

utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Penggunaan rasio ini yakin menunjukan tinggkat efisiensi suatu perusahaan. Dalam 

penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola 

asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan 



kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan tax 

avoidance. Kurniasih & Sari (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa 

profitabilitas, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. 

Profitabilitas merupakan hal yang berkaitan dengan tax avoidance hal itu dikarenakan 

semakin besar laba yang di hasilkan perusahaan maka perusahaan akan berpikir pajak 

yang akan dibayarkan menjadi lebih besar, karena hal inilah perusahaan berusaha 

melakukan tax avoidance secara legal untuk mengurangi jumlah beban pajak yang akan 

dibayar oleh perusahaan. 

Profitabiltas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance. Tanda 

negatif dapat diartikan ketika laba meningkat tax avoidance menurun hal ini disebabkan 

tingginya profitabilitas akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga 

menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas tax 

avoidance akan mengalami penurunan  (Annisa, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017) memiliki hasil pengujian 

hipotesis menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar nilai hutang suatu perusahaan maka semakin rendah 

praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan 

adalah dengan hutang atau leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan yang menggunakan hutang pada 

komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi 

nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang 

tersebut, dapat diartikan semakin tingginya tingkat leverage perusahaan cenderung akan 



menurunkan laba sehingga penghindaran terhadap pajak akan semakin rendah. Sejalan 

dengan penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) hasil pengujian untuk variabel 

leverage, dapat disimpulkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tax avoidance adalah ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan 

menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total 

asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. 

Ngadiman & Puspitasari (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi 

dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium 

firm), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan 

kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan 

laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil sehingga 

memungkinkan bahwa ukuran perusahaan baik secara signifikan atau tidak akan 

mempengaruhi tax avoidance yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Dewinta & Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan, 

maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena 

perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih 

stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah 

beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance. 

Hal ini berbeda menurut Annisa (2017) yang mengatakan bahwa bahwa ukuran 



perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Hal 

ini menunjukan hasil uji pada penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya 

ukuran perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas tax avoidance tidak hanya di lakukan 

oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun 

akan mampu melakukan tindakan tax avoidance, namun jumlahnya tidak terlalu 

berdampak pada pendapatan Negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh  

Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Penulis memilih melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019  sebagai sampel penelitian 

karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  cenderung berkembang 

secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh 

laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. 

Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung 

melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran 

pajak (tax avoidance) sehingga hasil penelitian ini memiliki relevansi yang diharapkan 

dapat mewakili seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi  yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? 



2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

tax avoidance ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan 

masalah. Agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka pembatasan masalah 

terbatas pada : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 

D. Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi 

penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Objek penelitian adalah laporan keuangan audited per 31 Desember. 

3. Periode penelitian tahun 2015 – 2019. 

4. Variabel penelitian adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan tax 

avoidance. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian dapat 

merumuskan masakah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah terdapat pengruh 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance?” 



F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terdahap tax avoidance. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan  

 Memberikan informasi kepada perusahaan – perusahaan untuk 

mengevaluasi kinerja manajmen dalam pengelolaan pajak dalam perusahaan.  

2. Bagi pemerintah 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah 

terkait praktik-praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan sehingga 

kedepannya pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat 

dalam mengatasi praktik tax avoidance.   

 

 


